BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Mekanisme Perjanjian surety bond di perusahaan asuransi x dilakukan
dengan melihat kontrak kerja antara principal dan obligee. Terhadap
pelaksanaan dari kontrak kerja tersebut dibuatlah surat jaminan dalam
hal ini jaminan uang muka. Hal tersebut berfungsi untuk menjamin agar
uang muka pemberian obligee kepada principal dapat digunakan sesuai
dengan apa yang disepakati di dalam kontrak kerja. Ketika principal
tidak melakukan pekerjaanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam
kontrak kerja dengan obligee dan menimbulkan kerugian, maka obligee
lalu menuntut ganti rugi / pencairan jaminan terhadap perusahaan
asuransi X. Jaminan uang muka yang diberikan perusahaan asurani x
tersebut merupakan isi dari perjanjian surety bond yang ada pada
perusahaan asuransi x. Sesuai dengan isi dari jaminan yang diberikan
perusahaan asuransi x dan berdasarkan pasal 1832 KUH Perdata, maka
obligee meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan asuransi x dan
perusahaan asuransi x membayarkan terlebih dahulu jaminan tersebut
kepada obligee walaupun principal belum menyerahkan besaran ganti

rugi kepada perusahaan asuransi Xx.

2. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi x dapat
dilihat dari hak subrogasi sesuai dengan ketentuan dari pasal 1840 KUH
Perdata. Perusahaan asuransi x mempunyai hak subrogasi terhadap
penanggungan yang telah mereka berikan. Hak subrogasi berarti
perusahaan asuransi X mempunyai hak untuk menggantikan obligee
untuk menagih kepada principal biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu
oleh pihak perusahaan asuransi x. Biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan asuransi X adalah biaya yang harusnya dibayarkan oleh

principal kepada obligee akibat principal tidak dapat menjalankan
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pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja antara obligee dan principal.
Sesuai dengan mekanisme perjanjian surety bond pada perusahaan
asuransi X, surat perjanjian ganti rugi yang telah dibuat harusnya sudah
menjadi hal yang cukup bagi perusahaan asuransi x untuk menagih
penggantian dari biaya penanggungan yang telah dikeluarkan
perusahaan asuransi x terhadap obligee. Berdasarkan surat perjanjian
ganti rugi, maka perusahaan asuransi x mempunyai hak untuk menagih
principal atas biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh

perusahaan asuransi x terhadap obligee.

5.2 Saran
1. Dalam pembuatan perjanjian surety bond harus dihindari kemungkinan
adanya kerugian yang diderita oleh perusahaan asuransi x. maka dari itu
ketika proses pembuatan perjanjian surety bond, perusahaan asuransi X
harus menerapkan prinsip kehati — hatian dan mengenal pihak principal
dengan baik. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak principal memang
adalah pihak yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
obligee dan apabila ada kerugian karena adanya wanprestasi yang
dilakukan oleh principal, dapat dipastikan principal mempunyai
kemampuan untuk mengganti biaya — biaya yang telah dibayarkan oleh

perusahaan asuransi x terhadap obligee.

2. Surat perjanjian ganti rugi yang dibuat oleh principal dan pihak
perusahaan asuransi X mengikat menjadi perjanjian untuk kedua belah
pihak. Maka berlakulah aturan — aturan mengenai perikatan di
dalamnya. Jika principal tidak melakukan penggantian dari biaya —
biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi x kepada obligee
maka principal dapat dikatakan wanprestasi. Maka berlakulah ketentuan
mengenai wanprestasi terhadap principal dan perusahaan asuransi dapat
mengajukan gugatan wanprestasi terhadap principal jika memang

diperlukan.
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